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KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH
NOMOR o% TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2026

CAMAT SUMPIUH,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah
dengan meyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam
bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran;
bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a , Instansi
Kecamatan Sumpiuh perlu adanya Rencana Aksi;
bahwa menimbang sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sumpiuh tentang Rencana
Aksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan
Sumpiuh Tahun 2026;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
ahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




S.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

Instruksii Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Revormasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang



Menetapkan :

Pertama
Kedua

Ketiga

Keempat

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);

18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Rencana Aksi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
Rencana Aksi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2026,
sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu
tahun dan untuk menjadi landasan operasional dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan
oleh Kecamatan Sumpiuh Tahun 2026;

Rencana Aksi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2026
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

pembe ttulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumpiuh
pada Tanggal 2 Joouoe: 20 26
BANYUMAS




RENCANA AKSI
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

Nomores Tahun 2026
Tentang Rencana Aksi Kecamatan
Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Tahun 2026

Lampiran : Surat Keputusan Camat Sumpiuh

Tujuan Sasaran
i Target Target Jumiah Penanggung
" Akl nd Setunn 2026 Penyelesaian Anggaran jawab
Uraian Indikator Tujuan sl B Uraian Indikator Tujuan " Tar get
an get an
i:::li:::;:raan :::rjc:palan Meningkatnya Pengendalian
5 Kinerja Nilai SAKIP Kinerja Nilai SAKIP
Pemerintahan peTySlanggaTsn . 9 Pemerintahan Perangkat Daerah e 8 Pemerintahan Perangkat Daerah " Comat
SREMTER KN permurintafian Kecamatan Kecamatan
Berkualitas kecamatan
Nilai SPIP Perangkat P 3 Pengendalian SPIP Nilai SPIP Perangkat 3
Daerah B Perangkat Daerah Daerah
Indeks Pelayanan Pengendalian Indeks Pelayanan
Publik Perangkat Angka 4 Pelayanan Publik Publik Perangkat 4
Daerah Perangkat Daerah Daerah
Persentase capaian c:enf::z?::r?a Persentase capaian
kinerja koordinasi | % 100 k‘:: e kinerja koordinasi 100
kecamatan i kecamatan
Persentase w1 25
Optimalnya kesesuaian
pengelolaan Peny_eqaian : pengeluaran TW2 50
Administrasi
adminsitrasi Keuangan Perangkat anggaran dengan % 100
keuangan Daeran: dokumen W3 75
Perangkat Daerah pertanggungjawaba
n tepat waktu W4 100
% 100 TW1 25




Persentase TW2 50
Pengelolaan
Administrasi W3 75
Keuangan Perangkat
Daerah TW4 100
™1 31
Kasubbag
i Jumiah Orang yang TW2 31
Tersedla‘n\ra Gaiji Pemdlaan Gajidan |\ ima Gaji dan Orang/bu 31 5,476,038,865 Perencanaan
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangsn ASN lan W3 31 dan
nge Keuangan
TW4 31
TW1 1
e
Tersedianya Penyediaan Simah DoRyeren Kasubbag
2 7 Hasil Penyediaan w2 1
administrasi Administrasi Perencanaan
Administrasi Dokumen 4
pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas 31,560,000 | dan
Pelaksanaan Tugas TW3 1
ASN ASN Keuangan
ASN
TW 4 1
W1
Terlaklsananva Koordinasl dan Jumlar_1 Dqkumen W2 Kasubbag
Koordinasi dan Koordinasi dan Perencanaan
Pelaksanaan Dokumen 4
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan W3 - | dan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Keuangan
TW4
Optimalnya Persentase Wi 25
penyusunan Perencanaan, Kesesuaian Program W32 %0 Kasubbag
Perencanaan, Penganggaran, dan Renja Perangkat % 100 Perencanaan
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah dengan W3 75 dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Renstra Perangkat Keuangan
Perangkat Daerah Daerah W4 100
TW1 25
Persentase Kasubbag
kesesuaian Program % 100 TW2 50 Perencanaan
Renja Perangkat TWa 75 dan
Daerah dengan DPA Keuangan
TW4 100
TW1 1
Tersusunnya Penyusunan Fovrlal Dok Kasubbag
Dokumen Dokumen Perencanaan
Perencanaan Dokumen g W2 1
Perencanaan Perencanaan Sareasial Dasial 200,000 | dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 8 T™W 3 1 Keuangan




w4 6
w1 1
Kasubbag
Teﬂaksam:myaI Evaluasi Kinerja Jumiah Laporgn T™W2 1 Perancanaaf
Evaluasi Kinerja Perangkat Daersh | EveIuasi Kinerja Eapore ¥ 200,000 | dan
1 »
Perangkat Daerah Perangkat Daerah, w3 Keuangan
TW4 1
T™WI1 25
Optimalnya Persentase
pengelolaan Administrasi Umum | Pengelolaan % 100 Tw2 # Ear::l:::san
administras| umum Perangkat Daerah Administrasi Umum TW3 75 K Walan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah .
TW4 100
™1 0
Nilai pengelolaan W2 0 Kasubbag
arsip Perangkat Nilai 50,64 Umum dan
Daerah TW3 | 50,64 Kepegawaian
TW4 0
Twi 2
Penyediaan Jumlah Paket
l:iadia::aln stalasi Komponen Komponen Instalasi T™W2 2 Kasubbag
U .pon InstalasiListrik/Pene | Listrik/Penerangan Paket B Umum dan
strik/Penerangan 5,765,000 :
Bangunan Kantor rangan Bangunan Bangunan Kantor TW3 2 Kepegawaian
Kantor yang Disediakan
TW4 2
TW1 1
Jumlah Paket
Tarduce Farediam Peralatan dan TW2 3 Kasubbag
Peralatan dan Peralatan dan da
Perlengkapan Perlengkapan Periungkapan Pales 10 14,187,289 L
Kantor yang TW3 3 e Kepegawaian
Kantor Kantor
Disediakan
W4 3
TW1 1
Tersedianya Penyediaan ;uml;i;:::etmah W2 3 Kasubbag
Peralatan Rumah Peralatan Rumah T:;agga yan: Paket 10 3377.500 Umum dan
Tangga Tangga Disedialan TW3 3 Kepegawaian
TW4 3
. Jumlah Paket Bahan TW1 1 Kasubbag
e | gk oo yng | e | 7516000 | Ummer
% og! - Disediakan ™2 1 o Kepegawaian




W3 1
w4 1
W1 1
Tersedianya Barang Penyediaan Barang :;ml:h z::::an P TW2 3 Kasubbag
Cetakan dan Cetakan dan Pe;aggsan dasn yeng Paket 10 9.985.800 Umum dan
r L I
Penggandaan Penggandaan Disediakan TW3 3 Kepegawalan
TW4a 3
™1 3
Terlaksananya
Penyelenggaraan Penyelenggaraan ::?Ta?ehp:;:n TW2 3 Kasubbag
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Rapay: K::f Siasi Laporan 12 28,716,000 Umum dan
L ' I
dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD TW3 3 Kepegawaian
SKPD
TWa 3
W1 0
Teitiansye Penatausahaan T o W2 0 Kasubbag
Penatausahaan Penatausahaan
Arsip Dinamis pada Arsip Dinamis pada | /o oiomis pada | DOkUmen J 2,525,000 | Umum dan
SKPD SKPD SKPD W3 1 Kepegawalan
W4 0
TW1 25
Optimalnya Persentase
Pengadaan Barang :;;':Ea;::r::a rang Pengadaan Barang TW2 50 Kasubbag
Milik Daerah Beriilanc Uik Milik Daerah % 100 Umum dan
Penunjang Urusan Pany ei:]int:h Basrsh penunjang urusan W3 75 Kepegawaian
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
T™W 4 100
Persentase W1 25
kesesuaian realisasi
pengadaan BMD ™W?2 50 Kasubbag
:::‘gm“:h'::“’“a % 100 Umum dan
T™W3 75 i
pengadaan barang Kepegawaian
miik daerah
TWa 100
(RKBMD)
Twi1 0
TW 2 0 Kasubbag
Tersedianya mebel Pengadaan Mebel Jumla[I;I Pa:l:tkaMebel Unit 2 _ | Umum dan
PN ™W3 0 Kepegawaian
TW4 0




TW1 0
Tersedianya Pengadaan ;‘:::i:}:;:":an Mesin TW 2 0 Kasubbag
Peralatan dan Peralatan dan Mesin . Unit 2 Umum dan
Mesin Lainnya Lainn Lainnya yang TW 3 1 i a Kepegawaian
¥ va Disediakan peg
w4 1
TW1 0
Tersedianya Sarana T T Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana dangPra::rana dan Prasarana TW 2 1 Kasubbag
Gedung Kantor Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Unit 1 1,405,500 Umum dantn
atau Bangunan Bty Lok Bangunan Lainnya W3 0 Kepegawaian
Lainnya B Y yang Disediakan
TW 4 0
W1 25
Optimalnya .
Penyediaan Jasa g::ﬁ;a"dfs:an ::ersentua:e Ja W2 50 Kasubbag
Penunjang Urusan J. ke SRS AN e % 100 Umum dan
Pemerintahan Penunjang Urusan %
Pemerintahan ; W3 75 Kepegawaian
Daerah Pemerintah Daerah
Daerah
W4 100
W1 3
Jumilah Laporan
Tersedl‘a nv:a dt Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa TW2 3 Kasubbag
Komunikasi, : :
Sumber Daya Alr Komunikasi, Sumber | Komunikasi, Sumber | Laporan 12 46,079,910 Umum dan
s Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Tw3 3 . Kepegawaian
dan Listrik e
yang Disediakan
T™W 4 3
Jumlah Laporan Wi 3
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan Laporan 3 A 9 :::3?::;
Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan RO w3 1 11,000,000 Kabeaswiion
Kantor Kantor Kantor yang peg
Disediakan ™wa 0
TW1 3
Jumlah Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa w2 3 Kasubbag
Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum Laporan 12 81895147 Umum dan
Kantor Kantor Kantor yang TW3 3 B Kepegawaian
Disediakan
TW4
Optimalnya Pemeliharaan Persentase W1 25 Kasubbag
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pemeliharaan % 100 Umum dan
Barang Milik Penunjang Urusan Barang Milik Daerah w2 50 Kepegawaian




Daerah Penunjang Pemerintahan Urusan W3 o
Urusan Daerah Pemerintahan
Pemerintahan
Saarh pacrah ™wa | 100
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, ::nyedmla:::s;‘a“ Jumiah Kendaraan A 2
i Pemeliharaan, Pajak | DI"as Operasional w2 | 3 Kasubbag
MDA dan Perizinan S iIpangim yag Unit 10
Pajak dan Perizinan Dipelihara dan ; 23200000 | YMumdan
2 Kendaraan Dinas TW3 2 it i
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak Kepegawaian
Operasional atau
Operasional atau Laperigm dan Perizinannya w4 3
Lapangan
™1 0
Terlaksal
Pemalaraun pemeliaraan | Jumiah Peralatan w2l 2 Kasubbag
Peralatan dan Peralatan dan Mesin | dan Mesin Lainnya Unit 6 P Umum dan
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara ™3 2 e Kepegawalan
TwW 4 2
TW1 3
Jumlah Gedung
Terlaksananya
Pemeliharaan/Reha :;:;n:slilléaer:::faeha ot gt . w2 0 Kasubbag
g Bangunan Lainnya ;
bilitasi Gedung Sorior don g Unit 3 24,525,000 Umum dan
:::::jrnda;nuinnya Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabil W3 0 Kepegawaian
itasi
™ 4 0
Terlaksananya Jumilah Sarana dan Twi 0
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan/Reha | Prasarana Gedung
bilitasi Sarana dan bilitasi Sarana dan Kantor atau W2 0 Kasubbag
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Bangunan Lainnya Unit 2 5. 400:000 Umum dan
Kantor atau Kantor atau yang TW 3 2 T Kepegawaian
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabil
L ™Wa4 0
TW1 0
Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Mebel yang 2 w2 g Kasubbag
Pemeliharaan Mebel Dipelihara Unit 3 7,500,000 Umum dan
Mebel TW 3 1 o Kepegawaian
W4 2
Optimalnya Koordinasi Persentase :
koordinasi Penerapan dan pelaksanaan ™wi1 25 Kasi
penerapan dan Penegakan koordinasi % 100 Ketentraman
penegakan Peraturan Daerah penerapan dan w2 50 dan




peraturan daerah dan Peraturan penegakan TWa 15 Ketertiban
dan peraturan Kepala Daerah peraturan daerah Umum
kepala daerah dan peraturan
kepala daerah W4 100
Terlaksananya TR Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi TW1 3
dengan Perangkat
Dengan Perangkat dengan Perangkat
Daerah yang Tugas TW 2 3 ;
Daerah yang Tugas d . 1 Daerah yang Tugas Kasi
: . an Fungsinya di
dan Fungsinya di dan Fungsinya di Ketentraman
Bidang Penegakan
Bidang Penegakan Peratursn Bidang Penegakan Laporan 12 TW 2 3 6,500,000 dan
Peraturan S Peraturan B Ketertiban
Perundang- . g Perundang- Umum
Undangan dan/atau
Undangan dan/atau Undangan dan/atau a 3
Kepolisian Negara e ™
Kepolisian Negara Resiibik indoresis Kepolisian Negara
Republik Indonesia P Republik Indonesia
Terlaksananya Twi 2
koordinasi g ’ Kasi
pencegahan :::rdn;:ﬁ 1;?::: que:lzh k::r:dmasl W2 2 Ketentraman
EAngsuan Ket::terag:aan dan gangggn yang Keglatan . b b
ketentraman dan : T™W3 2 Ketertiban
. Ketertiban Umum dilakukan Usrivim
yang dilakukan ™Wwa 2
Terlaksananya dumiah Laporen i ! Kasi
Harmonisasi HAEmon Pe!aksaqaan TW 2 1 Ketentraman
Hub i a— Hubungan dengan Harmonisasi — 4 dan
Mg & Tokoh Agama dan Hubungan dengan e 2,300,000 .
Tokoh Agama dan T™™W3 1 Ketertiban
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat Umum
Tokoh Masyarakat TWa 1
Terlaksananya Jumlah Laporan W1 1
upaya Sinergitas Sinergitas dengan Hasll Sinergitas
dengan Kepolisian Kepolisian Negara dengan Kepolisian ™w?2 1 Kasi
Negara Republik Republik Indonesia, | Negara Republik Ketentraman
Indonesia, Tentara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Laporan 4 TW3 1 3.700.000 dan
Nasional Indonesia Indonesia dan Nasional Indonesia L Ketertiban
dan Instansi Instansi Vertikal di dan Instansi Vertikal Umum
Vertikal di Wilayah Wilayah Kecamatan | di Wilayah TW4 1
Kecamatan Kecamatan
TW1 25
Optimalnya Koordinasi P:{::;::::ﬂ
koordinasi Pemeliharaan FeRrR) TW2 50 .
koordinasi Kasi
pemeliharaan Prasarana dan iR arAaH % 100 pelayanan
sarana dan Sarana Pelayanan PE: TW 3 75
sarana dan
prasarana umum Umum
prasarana umum W4 100
Dokumen 6 W1 0




Terlaksananya . Jumlah Dokumen
TW 2 2
Koordinasi/Sinergi Kedrdingsi/Sineey] Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
dengan Perangkat dengan Perangkat
Daerah dan/atau W3 2
Daerah dan/atau {stars Viertikd Daerah dan/atau
Instansi Vertikal ang Teralt dalam Instansi Vertikal Kasi
yang terkait dalam vang yang Terkait dalam 100,000 | pelayanan
: Pemeliharaan
Pemeliharaan Pemeliharaan
Sarana dan TW4 2
Sarana dan Sarana dan
Prasarana
Frasarana Pelayanan Umum s
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
W1 25
Optimalnya Koordinasi Persentase
Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi w2 50 Kasi
Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan % 100 FEp—
Pemerintah Tingkat Pemerintahan di Pemerintah Tingkat W3 | 75 e
Kecamatan Tingkat Kecamatan Kecamatan
TW 4 100
Terlaksananya : : Jumlah Laporan
T™W1
Koordinasi/Sinergi Koardinasi/Sinery! Koordinasi/Sinergi :
Perencanaan dan
Perencanaan dan Perencanaan dan
Pelaksanaan ™2 0
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kegiatan i Kegiatan Laporan 2 el
§ Pemerintahan gt P W3 0 100,000 | pelayanan
Pemerintahan danasn Peranlit Pemerintahan
dengan Perangkat Da:Eah dan In:ta i dengan Perangkat
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait e Daerah dan Instansi Twa 1
Vertikal Terkait Vertikal Terkait
TW1 1
Terlaksananya Jumiah Dokumen
upaya Peningkatan ::nir'fgka:;! S Peningkatan TW 2 1 Kasi
Efektifitas Kegiatan P:m*“er"[n‘ataha: : Efektifitas Kegiatan | Dokumen 4 T (< A
Pemerintahan di e Kecama:an Pemerintahan di T™W3 1 s Py
Tingkat Kecamatan & Tingkat Kecamatan
TWa 1
TW1 25
Optimalnya palgisanaan Uirnssan Persentase Kasi Pemdes
pelaksanaan urusan . pelaksanaan urusan W2 50 dan
Pemerintahan yang X
pemerintahan yang Dilimpahkan kenada pemerintahan yang % 100 kelurahan,
dilimpahkan e e dilimpahkan kepada W3 75 dan Kasi
Camat
kepada camat camat pelayanan
TW4 100
Ty Pelaksanaan Urusan w1 3
Urusan . Jumlah Laporan
y Pemerintahan yang Kasi pemdes
Pemerintahan yang Terkait dengan Pelaksanaan fansas 12 w2 3 dan
terkait dengan ean . Kewenangan Lain Perd 4,800,000
Kewenangan Lain ; Kelurahan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
yang Dilimpahkan TW 3 3

yang Dilimpahkan




TW4 3
TW1 3
Terlaksananya vlilsanini Urassh Jumlah Laporan wa .
Unamn Pemerintahan yang Balafstatn Kasi
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan pada Laporan 12 2,000,000 | pelayanan
terkait dengan Nonperizinan Urusan W3 3
Nonperizinan Pemerintahan
TW4 3
Parsentase
:;)ptimrlnya Penyelenggaraan pelaksanaan w2 =
R Urusan Penyelenggaraan
Urusan. h Pemerintahan yang | Urusan ™W?2 50
P'ernerl‘n i \‘r:ng Tidak Dilaksanakan Pemerintahan yang ” 100 Kasi
tllda: Dll:kKsana . oleh Unit Kerja tidak Dilaksanakan TW3 75 pelayanan
g ;fia h Perangkat Daerah oleh Unit Kerja
Pe’a"sd""’:ﬁ e yang Ada di Perangkat Daerah
A Kecamatan yang ada di TW 4 100
Kecamatia Kecamatan
™ 1
Terlaksananya Pedngkiatin Jumlah Laporan 1
upaya Peningkatan Efektifitas Peningkatan
Efektifitas Palakésnast Efektifitas w2 1 Kasi
Pelaksanaan Pelaksanaan Laporan 4 2 750,000 7
] r a‘fa"a“
Pelayanan kepada ::;:v::::aﬁ?ada Pelayanan kepada T™W3 1 e
Masyarakat di il Masyarakat di
¥ Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan TWa 1
™W1 1
Jumlah Dokumen
Tertaksananya Fasilitasi yang Difasilitasi w2 1 Kasi Pemdes
YRR Fasilitiasi Administrasi Tata dalam rangka Dokumen 4 9,100,000 dan
Administres! Tate Pemerintahan Desa | Administrasi Tata W3 1 o Kelurahan
P B Pemerintahan Desa
TW 4 1
W1 1]
Terlaksananya — Jumlah Dokumen
upaya Fasilitasi ;:7":: = Fasilitasi dalam W2 0 Kasi Pemdes
Pelaksanaan P ) “.:n:axn s rangka Pelaksanaan | Dokumen N/A _ | dan
Pemilihan Kepala D:I:a man Repa Pemilihan Kepala W3 0 Kelurahan
Desa Desa
TW4 0
Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Dokumen W1 11 Kasi Perndes
upaya Fasilitasi Pengelolaan yang Difasilitasi Dokumen 11 5,900,000 dan
Pengelolaan Keuangan Desa dan | dalam rangka W2 0 Kelurahan




Keuangan Desa dan Pendayagunaan Pengelolaan W3 0
Pendayagunaan Aset Desa Keuangan Desa dan
Aset Desa Pendayagunaan
Aset Desa w4 0
W1 0
Tersusunnya Jumiah Dokumen
Rekomendasi ';::‘;“e"l d”l :1 dan | Rekomendasi ™2 1 Kasi Pemdes
Pengangkatan dan Parabiifbotiin Pengangkatan dan Dokumen 1 2.750:000 dan
Pemberhentian Heranaker s Pemberhentian W3 0 N Kelurahan
Perangkat Desa Perangkat Desa
TW4 0
W1 0
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Koordinasi SUDEIA e w2| n Kasi Pemdes
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Pendampingan Desa nd Laporan 11 dan
di Wilayahnya veridampmg Do W3 0 800000 Keluraha
di Wilayahnya n
TW 4 4]
Te!al.sar}anya Penyelenggaraan Jumlah Fasilitasi dan Wi 1 2
Fasilitasi dan Kasi
Koordinasi Urusan Koordinasi W2 1
SOFane Pemerintahan Penyelenggaraan Ketentraman
Penyelenggaraan ? ; Angka dan
Priariitas Umum Sesuai Pemerintahan W3 1 K "
Umu?r;an:n Penugasan Kepala Umum yang u:iﬁ an
dtuguskan Daerah ditugaskan W 4 1
W1 1
Terlaksananya Kasi
Pelaksanaan Tugas Jumlah Tugas Forum
:“E:Zfo':;'m Forum Koordinasi Koordinasi Pimpinan PR p ade 1 Ketentraman
P:” na di Pimpinan di di Kecamatan yang W3 1 13,600,000 dan iba
mpinan Kecamatan terlaksana Kastortiban
Kecamatan Umum
TW 4 1
W1 1
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h
;umla bokumen T™W2 1 Ketentraman
ugas Forum
" A Dokumen 4 dan
Koordinasi Pimpinan W3 1 b
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Umum
TW4 1
Terlaksananya Jumlah Orang yang
Fasilitasi, Fasilitasi, Koordinasi | Mengikuti Fasilitasi, w1 o
Koordinasi dan dan Pembinaan Koordinasi dan Kasi
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, | Pembinaan (Bimtek, W2 25 Ketentraman
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Sosialisasi, Orang 50 65,590,000 dan
Konsultasi) Wawasan Konsultasi) TW 3 25 i Ketertiban
Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Umum
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kebangsaan dan ™a 0
Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional
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Optimalnya Persentase
Kegiatan W2 Kasi
e Pemberdayaan pemberdiyeen % 100 Pemberdayaa
masyscaist Kelurahan TIvaakat TW3 75 n Masyarakat
kelurahan kelurahan
TW4 100
W1 0
Terlaksananya
Pembangunan :rr:::;g;:‘nan :::_:::g::mm s TW2 2 Kasi Ekonomi
:arana aén Prasarana Kelurahan yang it . 2,400,000 Pembanguna
i Kelurahan Terbangun ™W3 2 2
Kelurahan . 8
TW 4 2
W1 0
Jumlah Pokmas dan
Terlaksananya Ormas yang ™ ?2 6
Pemberdayaan Pemberdavaa‘n Melaksanakan Pokmas / £
: Masyarakat di 18 Pemberdayaa
Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Ormas 4,050,000 RSN .ot
Kelurahan Masyarakat di TW3 6 L
Kelurahan
™4 6
Meningkatnya Peningkatan .:(umlah I‘e:k:::a wi 6
Partisipasi Partisipasi om0 rt.s,“ .
Masyarakat dalam Masyarakat dalam Yorg S S Lembaga w2 0 Kasi Ekonomi
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Forum Musyawarah Forum Musyawarah Kemasyar 6 Pembanguna
Musyawarah 2,100,000
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W4 100 n
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::’;::‘“;:’?man Efektifitas Kegiatan | yang mengikuti Kasi
panse Pemberdayaan kegiatan Angka 28 TW2 14 Pemberdayaa
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Wilayah Kecamatan | Wilayah Kecamatan TW3 14
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0
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dilakukan oleh Pemerintsh dan dilakukan oleh
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Program Kerja dan TW 2 2
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™W1 0 Kasi
Pemberdayaa
Optimalnya Pemberdayaan Persentase TW 2 0 n Masyarakat
pemberdayaan Lembaga pemberdayaan % 100 dan Kasl
lembaga Kemasyarakatan lembaga W3 50 Ekonomi
masyarakat Tingkat Kecamatan masyarakat pembanguna
W4 50 n
Terlaksanan ) Jumlah Usaha W1 0
Faittasl Ao Ekonon Kasi Ekonomi
Pengembangan Ez:::?:: :::n': Masyarakat yang Angka 2 | w2 0 1,950,000 Pembanguna
Usaha Ekonami T difasilitasi n
Masyarakat e pengembangannya TW3 0




TW4 2
TW1 0
Jumlah Laporan
Fasilitasi TW2 0 Kasi Ekonomi
Pengembangan Laporan 2 Pembanguna
Usaha Ekonomi ™3 0 n
Masyarakat
TW 4 2
TW1 0
Terlaimana'n\ra Puklaghitan Jumlah Lembaga Lemibaga w2 0 Kasi
upaya Peningkatan Kemasyarakatan
: Kapasitas Lembaga Kemasyar 14 Pemberdayaa
Kepasitas Lembaga Kemasyarakatan yang ORtinglatian akatan TW 3 14 36,445,000 n Masyarakat
Kemasyarakatan <Y Kapasitasnya
TW4 0
TW1 0
Penyelenggaraan Jutnish Lenings Lembaga w2 0 Kasi
Kemasyarakatan
Lembaga g Kemasyar 7 1,100,000 Pemberdayaa
Kemasyarakatan diseleraggarakan akatan TW3 0 n Masyarakat
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